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BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah 
	Seiring dengan berkembangnya jaman, dimana hampir disegala bidang selalu membutuhkan teknologi informasi. Setiap perkembangannya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik didalam lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ataupun dimana saja termasuk di birokrasi pemerintahan. Kehadiran sistem informasi  yang lebih canggih dari hari ke hari membawa evolusi terhadap kehidupan masyarakat guna menciptakan masyarakat yang modern. Di Birokrasi pemerintahan kehadiran teknologi informasi bisa di bilang bermanfaat karena dengan menggunakan teknologi informasi apalagi kalau  didukung  oleh para pegawainya yang ahli atau mampu dalam menggunakannya dapat mengefisiensikan waktunya dalam bekerja. Sehubungan dengan itu teknologi informasi juga dapat mewujudkan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. 
	Didunia ini  kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang dari hari keharinya mencerminkan bahwa teknologi informasi tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat dan sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Begitupun di tubuh birokrasi pemerintahan yang merupakan kepanjangan tangan dan implementator dari kebijakan pemerintahan dalam melayani masyarakat. 
Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun.
Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan. Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya. Akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah. Dengan begitu, adanya transparansi antara pemerintah dan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin dalam ruang lingkup demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efesien dan efektif. 
Kebijakan penerapan electronic Government (e-Government) merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan e-Government. Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi informasi di dunia yang demikian pesatnya, sehingga Indonesia ditakutkan akan ketinggalan dari negara-negara lain dalam persaingan bebas. 
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology atau ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada segala bidang. ICT ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari ICT ini adalah dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah, sehingga mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. 
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Pasal 34 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :
1. untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk Badan Kepegawaian Negara
2. badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen  Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Serta jika kita melihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 13 tahun 2003 tentang Unsur Pendukung Menajemen Perkantoran UPMP), bahwa isi di dalamya mengatakan agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan platform yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas. Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan  e – Government melalui semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen  dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.
Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian ini bertujuan untuk akselerasi pelayanan kepegawaian sehingga dapat membantu proses pelayanan kepada karyawan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya sistem ini maka segala sesuatu hal yang menyangkut kebutuhan data dan informasi antar user atau bagian yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan aman. 
Proses administrasi yang dilakukan di lingkungan Kantor BKPP Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh personil Bagian Kepegawaian sehingga apabila terjadi penumpukan permohonan administrasi maka akan terjadi keterlambatan pelayanan maka dari itu diperlukan aplikasi SIMPEG yang dapat di pergunakan oleh setiap karyawan sehingga dalam pelaksanaan administrasi bagian kepegawaian hanya memberikan otorisasi terhadap administrasi yang dikeluarkan.
Tujuan dari aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan oleh BKPP Kabupaten Bandung adalah :
a. meningkatkan kinerja sistem dan komunikasi data antar bidang dan sub bidang dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
b. sebagai bahan perencanaan bagi perkembangan pegawai serta bahan akuntabilitas pegawai.
c. untuk mendapatkan kemudahan dalam penyajian berbagai pelaporan yang berkaitan dengan kepegawaian secara lengkap, cepat, dan mutakhir
d. membuka ruang kepada pegawai di Lingkungan BKPP Kabupaten Bandung  untuk dapat mengakses informasi mengenai kepegawaian.

		Sasaran yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi kepegawaiaan ini adalah terwujudnya Sistem Informasi Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Bandung yang sesuai dengan perkembangan teknologi informatika, terbentuknya jaringan komunikasi data di lingkungan BKPP Kabupaten Bandung, tersajinya informasi kepegawaian yang cepat, dan up to date guna menunjang pengambilan keputusan bagi pimpinan serta memaksimalkan pemanfaatan sistem jaringan internet/intranet yang ada, pengembangan sistem informasi manajemen, dan meningkatkan kemampuan personil yang dimiliki Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam bidang  pengelolaan database,
Terbangunnya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang efektif dan efisien yang dapat dipergunakan dalam mempermudah dalam kegiatan kantor, sehingga akselerasi pelayanan kepegawaian dapat ditingkatkan, tetapi dalam pelaksanaan proses penerapan SIMPEG ini belum sepenuhnya berhasil, karena permasalahan yang timbul masih kerap saja terjadi, diantaranya adalah karena mutasi data yang dinamis, tersebarnya lokasi penyedia data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyebabkan tersendatnya pengiriman data yang update, pegiriman data yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan tersendatnya pengiriman data yang mutakhir dari masing-masing bidang di SKPD.
Berdasarkan level organisasi, sistem informasi dikelompokan menjadi sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi antar organisasi.
	Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung, maka dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan judul “SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008”.



1.2    Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengumpulan data dalam Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
2. Bagaimana pemrosesan data dalam Sistem Informasi Kegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
3. Bagaimana penyimpanan data dalam Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
4. Bagaimana penyimpanan informasi dalam Sistem Informasi di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.

1.3    Maksud dan Tujuan Laporan KKL
	Adapun maksud dari Laporan KKL ini untuk mengetahui pelayanan sistem informasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun  2008, dan tujuan laporan kuliah kerja lapangan ini, sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami pengumpulan data dalam Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dan memahami pemrosesan data dalam Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun  2008.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyimpanan data dalam Sisitem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
4. Untuk mengetahui dan memahami penyimpanan informasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.

1.4 Kegunaan Laporan KKL
Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:
Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 
1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai  Sisten Informasi Kepegawaian pada Badan Kpegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
2. Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan praktek dilapangan mengenai Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Bandung  Tahun 2008.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung mengenai SIMPEG Kabupaten Bandung Tahun 2008.
1.5 Kerangka Pemikiran
	Dalam upaya mengembangkan pemerintahan yang berbasis e-Government, komputer serta sarana pendukung lainnya seperti alat pengolah data elektronik merupakan faktor penting. Kebijakan penerapan e-Government merupakan mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Kebijakan penerapan e-Government sangat tepat dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir sekarang ini. 
	Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan  e -Government melalui semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen  dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah. Untuk keperluan itu, pemerintah akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan pengguna kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan e - Government secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian Pegawai Negri Sipil di semua tingkat.
Pembangunan sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari azas Otonomi Daerah. Dimana daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan roda Pemerintahan dan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi pegawainya maupun kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan pegawai dan terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Pelayanan pun memiliki sifat yang cukup penting untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan untuk mensejahterakan masyarakatnya. 
Memberikan kemudahan kepada setiap aparatur pemerintah, salah satunya dengan adanya sistem informasi kepegawaian. Dengan adanya sistem informasi kepegawaian maka dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaiatan dengan kepentingan dari pegawai pemerintah atau birokrat itu sendiri.
Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuan. Melengkapi adanya sistem informasi kepegawaian maka dapat diuraikan pengertian sistem menurut Azhari Susanto, yaitu :
“Sistem adalah kumpulan atau group dari sub sistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.(Azhar Susanto,2002:24)

Dengan mengetahui definisi tentang sistem maka sistem tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada salah satu dari sub sistem tidak berjalan dengan baik maka akan menggangu terhadap subsistem-subsistem yang lain dan berdampak pada tidak efektifnya sistem dalam kerja. Keutuhan dan keharmonisan antara subsistem sangat diperlukan guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 
Dari uraian konsep – konsep mengenai sistem tersebut, Suradinata menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem dapat dilihat dari karakteristiknya, yakni:
1. Adanya komponen sistem (sub sistem) yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan yang mempunyai sifat – sifat sistem.
2. Terdapat batas sistem baik antar subsistemmaupun antar sistem yang dikenal dengan lingkungan.
3. Lingkungan luar sistem adalah semua yang berada di luar sistem yang mempengaruhi operasional sistem.
4. Penghubung sistem adalah media antar subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber daya.
5. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. 
(Suradinata, 1996:8-9)

Menurut Wahyono bahwa informasi bisa didefinisikan sebagai berikut:
“Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan”.(Wahyono, 2004:3)

Jadi suatu informasi merupakan hasil pengolahan data yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Kegunaan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Sedangkan nilai dari pada informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.
Disamping itu Mc Leod bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntasi mengatakan suatu informasi berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
“a. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut dianggap.
  b.	Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
  c. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
  d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan”.
      (Mc Leod,2002:61)

Suatu informasi yang berkualitas seperti yang dikemukakan di atas harus mempunyai empat ciri yang pertama yaitu suatu informasi harus akurat, akuratnya informasi karena telah melakukan pengujian dan apabila pengujian tersebut berhasil maka informasi tersebut dianggap data. Kedua suatu informasi harus tepat waktu, karena suatu informasi harus ada jika informasi tersebut diperlukan. Ketiga suatu informasi harus relevan, karena suatu informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang keempat, adalah suatu informasi haruslah lengkap tidak boleh kurang, jika informasi tersebut kurang maka suatu informasi masih diragukan.
Setelah kita menguraikan tentang informasi di atas, maka sistem informasi bisa disimpulkan menurut Laudon dalam bukunya yang berjudul Management Information System yaitu :
“Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran efektivitas di dalam perusahaan”. (Laudon,2002:61)
		
	Definisi di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi adalah hubungan kerjasama antara komponen-komponen sistem dalam mengolah data informasi yang telah dikumpulkan dan diproses serta disebarkan kepada pegawai atau masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Sistem informasi juga digunakan untuk mendukung didalam pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran efektivitas dalam suatu perusahaan. Sehingga dapat diketahui efektifitas dari output sistem informasi itu sendiri.
	Sistem informasi kepegawaian adalah sistem yang memberikan fasilitas tugas – tugas pemrosesan informasi sehari – hari di dalam perkantoran. Sistem ini menyediakan aneka ragam perangkat untuk pemrosesan informasi, seperti pengolahan grafik, aplikasi presentasi, pengaksesan basis data personal, surat elektronis (e-mail). Pengguna sistem ini pada prinsipnya adalah semua personil dalam organisasi, baik staf maupun yang masuk kategori level manajemen.
Sistem Informasi yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan aplikasi yang dirancang agar efektifitas kerja pegawai dapat ditingkatkan, karena beberapa modul didalamnya memungkinkan terciptanya kemudahan bagi para pegawai kantor tersebut dalam melakukan tugas kerjanya.
Dapat disimpulkan bahwa jika organisasi pemerintahan, ditata dengan benar dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi modern, yaitu mempunyai visi dan misi dengan jelas, maka akan dapat mempermudah kinerja aparatur pemerintahan. Keadaan seperti ini tentunya akan menciptakan pemerintahan yang responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan good governance.














Adapun model kerangka pemikiran penelitian, adalah sebagai berikut: 
Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran
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1.6 Metode Penelitian 
	Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitis karena metode ini mampu menggambarkan keadaan status fenomena. 
	Metode Penelitian Deskriptif adalah :
“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
(Nasir, 1993:3).
Berdasarkan pengertian di atas, maka metode deskriptif adalah salah satu cara dalam pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan suatu objek yang di selidiki bedasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat-saat sekarang.    

1.6.1  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian dalam pelaporan KKL ini, dilakukan dengan cara:
a. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek diteliti.
b.	Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data dengan cara penelitian langsung di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
c. 	Pengamatan (observasi), yaitu sustu aktivitas pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian. 


1.7 Lokasi dan Waktu KKL
Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang KM. 17 Telp.5892244 Soreang Kode Pos 40912. 
Penjadwalan penelitian dimulai dari usulan penelitian sampai penulisan laporan kuliah kerja lapangan yang terdiri atas :
1. Pengumuman dosen pembimbing KKL pada bulan Mei
2. Pemilihan lokasi KKL pada bulan Juli
3. Bimbingan UP laporan KKL pada bulan Juli
4. Pelaksanaan KKL pada bulan Agustus
5. Bimbingan laporan KKL dengan dosen pembimbing pada bulan September-Oktober
6. Pengumpulan laporan KKL pada bulan November






















Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan KKL

	KEGIATAN
	TAHUN 2008

	
	Mei
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Okt
	Nov

	Pengumuman dosen pembimbing KKL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pemilihan Lokasi KKL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bimbingan UP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Persetuuan UP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bimbingan Laporan KKL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pengumpulan Laporan KKL
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